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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan ini dapat dilihat dan 

dijelaskan secara jelas didalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Indonesia sebagai 

negara hukum, memiliki banyak sekali ketentuan atau norma dalam Undang-

Undang. Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang adalah ketentuan yang 

mengatur tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual. 

Hak Atas Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI dapat 

dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan 

intelektual manusia. Penggambaran ini memberikan penjelasan bahwa HKI adalah 

karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Kemampuan intelektual manusia 

di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, atau teknologi akan lahir melalui daya 

cipta, rasa, dan karsa.
1
 Karya-karya hasil intelektual juga perlu melahirkan nilai 

yang berharga yang dapat bermanfaat dari segi ekonomi yang melekat dan 

menimbulkan konsep kekayaan terhadap karya intelektual.  

Berdasarkan pendapat Eddy Damian menyatakan bahwa:       

       “HKI yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang adalah tiada lain 

dari bentuk perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya  nalarnya. Semakin 

beragam dan berkualitas HKI yang diciptakan seorang pencipta akan 

memberikan nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan-keuntungan 

material atau ekonomi seorang pencipta yang melahirkan ciptaan tersebut 

dan juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya”.
2
 

 

HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (intangible 

movables) yang dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum anglo 
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saxon (common law system).
3
 HKI bisa dikatakan sebagai benda sebagaimana 

dikenal dalam hukum perdata.  

Menurut pendapat ahli ilmu hukum, L.J Van Apeldorn menyimpulkan 

bahwa, benda dalam arti yuridis merupakan objek hukum. Objek hukum adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan oleh subjek hukum(orang atau badan 

hukum) dan dapat dikuasai oleh subjek hukum.
4
 

Dalam seiring berkembangnya zaman, cabang HKI secara umum yang 

mengacu pada TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Organization) dibawah payung WTO (World Trade Organization). Beberapa 

elemen pokok/cabang perlindungan HKI yang diatur didalamnya, antara lain: Hak 

Cipta (Copyright And Related Rights), Merk Dagang (Trade Mark), Indikasi 

Geografis (Geographical Indicators), Desain Industri (Industrial Design), Paten 

(Patent), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Design Of Integratedcircuits), 

Informasi Tertutup (Protection Of Undisclosed Information).
5
 

Hak cipta merupakan bagian dari cabang HKI yang sangat penting untuk 

dipahami oleh kalangan masyarakat luas. Perlindungan hak cipta sangat 

diperlukan didalam negara Indonesia, sebagai negara yang memiliki jumlah 

penduduk sangat banyak, tidak bisa dipungkiri apabila banyak ide-ide kreatif atau 

pemikiran yang dalam hal karya cipta. Oleh karena itu wajib untuk suatu negara 

menjamin perlindungan hukum dari usaha untuk plagiarism dan privasi dari 

orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

                                                 
3
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Hak  cipta menurut pasal 1 ayat 1 UU No 14 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 

yang berbunyi: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 

otomatis beradasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.”  

Dalam prinsip hukum perlindungan hak cipta bersifat otomatis tanpa 

memenuhi formalitas atau peraturan tertentu karena hak cipta merupakan 

perwujudan dari Hak Asasi Manusia yang lahir secara otomatis sejak suatu 

ciptaan memenuhi persyaratan hak cipta yang diciptakan oleh pencipta.
6
  

Perlindungan terhadap hak cipta harus berwujud dan memenuhi syarat 

keaslian atau originality, yang maksudnya suatu ciptaan memiliki ciri khas dan 

dapat menunjukkan suatu keaslian dari pencipta karena suatu ciptaan. Sehingga 

perlindungan terhadap hak cipta diatur dalam UU Hak Cipta sebagai berikut: 

1) Hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra 

2) Berwujud atau bentuk nyata 

3) Bersifat asli (original) 

4) Bersifat khas dan pribadi 
7
 

Seiringnya perkembangan zaman dan teknologi semakin maju dan 

memudahkan kita untuk menciptakan suatu ide atau pemikiran yang dapat 

melahirkan suatu karya cipta berkualitas dan dapat bersaing, seperti karya cipta 

dalam bentuk musik, buku, fotografi, sinematografi, program computer. Suatu 

karya cipta harus dapat dikelola dengan baik dan benar, agar tidak terjadi 

                                                 
6
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perselisihan atau sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola/pihak yang 

menggunakan hasil karya cipta tanpa seizin pencipta. Oleh karena itu, diperlukan 

ketentuan hukum atau peraturan hukum yang mengatur dengan tegas untuk 

melindungi hasil karya cipta atau Hak Kekayaan Intelektual yang dapat menjamin 

pencipta. 

Sebagai contoh, ada dugaan pelanggaran kasus sengketa hak cipta atas 

fotografi yang digunakan sepihak tanpa ijin antara Jefri Tarigan sebagai 

Penggugat dengan PT Tribun Digital Online (Tribunnews.com) sebagai 

Tergugat. Pada pertengahan tahun 2016, Jefri Tarigan yang selaku Photografer 

freelance mengambil gambar atau foto, yang salah satu karya fotonya ialah Arya 

seorang anak dengan obesitas di karawang telah dimuat dalam artikel berita 

Tribunnews tanpa sepengetahuan dan seizin Jefri Tarigan.  

Perbuatan perihal penggunaan fotografi tanpa izin ini dapat dibuktikan 

dengan melihat pada muatan berita milik tergugat selaku perusahaan media 

online. Link pembuktian tertera dalam lampiran putusan. Penggunaan karya 

fotografi dilakukan dan dimuat oleh biro-biro tergugat seperti di daerah Bali, 

Bangka Belitung, Batam, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jambi, Pekanbaru, 

Kalimantan Timur. 

Hal ini tentu dapat menyebabkan kerugian, secara materiil dan immaterial 

bagi pencipta karya yang sudah menghabiskan tenaga, mengeluarkan segala daya 

kreatifitas dan mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit untuk 

menciptakan Suatu karya. Sehingga pencipta merasa perlu mengajukan gugatan 

ganti kerugian yang dialami. 
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Pencipta atau pemilik karya ini secara yuridis memiliki dua hak yang 

melekat dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yaitu hak ekonomi dan 

hak moral.
8
 Dari segi ekonomi memiliki arti yaitu hak yang dimiliki oleh pencipta 

atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, 

atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau 

memperbanyak ciptaannya. Sedangkan dari segi moral memiliki arti hak yang 

melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta 

dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat 

dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. 

Berdasarkan data dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun 

tugas akhir dengan mengambil judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang 

Gugatan Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Perkara No.23/Pdt.Sus-Hak 

Cipta/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst.) ” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Apa dasar pertimbangan hakim terkait gugatan hak cipta dalam perkara 

(No.23/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)? 

2. Bagaimana akibat hukum atas dugaan pelanggaran hak cipta yang 

terjadi dalam perkara tersebut ? 

 

                                                 
8
 Ibid., hal  51 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas.maka 

tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus Perkara 

No.23/Pdt.Sus-Hak.Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst  

2. Untuk mengetahui akibat hukum atas dugaan pelanggaran hak cipta yang 

terjadi dalam perkara tersebut. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan ini diharapkan mampu menjadi referensi wawasan atau 

pengetahuan baru dalam memperluas ilmu pengetahuan hukum perdata 

yaitu HKI (Hak Kekayaan Intelektual) khususnya dibidang Hak Cipta 

dalam pokok perkara penyelesaian gugatan hak cipta menurut Undang-

Undang No 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  (Studi Kasus Putusan 

Perkara No 23/Pdt.Sus-Hak.Cipta/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst.) 

2. Manfaat Praktis 

a) Dapat dijadikan sebagai pedoman dah bahan rujukan bagi teman-

teman mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum, masyarakat, 

dan pihak-pihak lainnya uang berhubungan terkait penulisan ini. 

b) Menambah pengetahuan atau wawasan kepada masyarakat yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta 

apabila terdapat perkara atau sengketa yang merugikannya, sehingga 
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dapat mengetahui sanksi apa yang dapat diberikan kepada pellanggar 

hak cipta tersebut. 

1.5 Metode Penelitian  

1.5.1 Metode Pendekatan 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Dalam metode pendekatan perundang-undangan penelitian ini 

perlu mengetahui dan memahami hirarki yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-

Undang No 10 Tahun 2004, menyebutkan bahwa “ Peraturan 

Perundangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga 

negara atau pejabat yang berwewenang dan mengikat secara umum. 

Dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan atau 

Statue Approach, perlu dilakukan dengan menelaah semua peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang 

sedang diteliti.
9
 Dalam pendekatan perundang-undangan harus dilihat 

sebagai suatu sistem yang mempunyai sifat sebagai berikut: 

1. Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada 

didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara 

logis. 

2. All-iclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup 

mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga 

tidak akan ada kekurangan hukum.  

                                                 
9
 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Mataram University Press, 

Mataram, hal. 69 
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3. Sistematic bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang 

lain, norma-norma hukum tersebut tersusun secara sistematis.
10

 

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pada pendekatan ini dilakukan untuk menganalisa atau 

menguraikan permasalah penelitian yang sedang dibahas dalam rangka 

mencari jawabannya. Dengan berdasarkan hasil riset dan penelusuran 

yang dilakukan, kemudian peneliti akan mampu untuk membuat 

argumentasi terkait penelitian yang sedang dibahas sehingga 

pertimbangan-pertimbangan hukum yang utama. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan cara menelaah 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu atau tema yang dihadapi yang 

sudah menjadi putusan pengadilan dan sudah final atau  berkekuatan 

hukum tetap. Dalam pendekatan kasus, kasus yang digunakan dapat 

menggunakan kasus baik didalam negeri (Indonesia ataupun diluar 

negeri). Dalam pendekatan kasus yang menjadi kajian pokoknya yaitu 

ratio decidendi atau resoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk 

sampai kepada suatu putusan. Ratio decendi atau reasoning merupakan 

referensi untuk menyusun argumentasi dalam permasalahan hukum 

yang sedang dibahas. 
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1.5.2 Jenis Penelitian  

 Dalam jenis penelitian ini, menggunakan yuridis normatif. Dimana 

dalam penelitian yuridis normatif, proses penelitian yang pada 

pokoknya mengacu kepada studi kepustakaan yang ada dan berupa 

peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, 

teori hukum dan doktrin/atau pendapat para ahli hukum. Penelitian yang 

memiliki sifat normatif memiliki tujuan untuk memperoleh 

pengetahuan seluas-luasnya mengenai hubungan antara satu peraturan 

dengan peraturan yang lain dan mengetahui bagaimana penerapan 

didalam prakteknya. 

1.5.3 Bahan Data 

Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

1. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. Bahan-bahan hukum primer meliputi: 

Norma dasar pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan 

Perundang-undangan, Traktat, dan Yurisprudensi.
11

  

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam bahan hukum primer 

adalah : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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 Suratman, dkk, 2014, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung, hal.67 
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b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

d) Putusan No.23/Pdt.Sus-Hak.Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak memiliki 

kekuatan mengikat tetapi berkaitan dengan bahan hukum primer, dan 

membantu menganalisis dan memahami penelitian yang sedang 

diteliti.
12

 Dalam penelitian ini yang termasuk dalam bahan hukum 

sekunder adalah: 

a) Buku-buku teks yang membahas tentang suatu pokok 

permasalahan hukum, yang meliputi skripsi, tesis, dan disertasi 

hukum. 

b) Kamus-Kamus hukum 

c) Jurnal-jurnal terkait ilmu hukum 

d) Pendapat para ahli hukum 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

seperti kamus, atau ensiklopedia.
13
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1.5.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan 

cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara 

mencari data yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian diuraikan dan 

dihubungkan satu sama lain yang terkait, sehingga dalam penulisan 

dapat ditampilkan lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang 

telah dirumuskan. 

1.5.5 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, 

dimana data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis 

sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang terkait dengan 

penelitian.  

 

  


